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. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah,
tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada
pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak
dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak
tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP).

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan
program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2025-2029,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun Perjanjian Kinerja antara
Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya
maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila
penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola Pemerintah juga
akan baik. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam
meningkatkan akuntabilitas Pemerintah yang mengarah pada clean

and good governance.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi
pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP.
Dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 Peraturan
Pemerintan Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pimpinan
Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara
mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah
maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, menteri/pimpinan  lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka
memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan Pimpinan
Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri
atas identifikasi dan analisis resiko, dan dalam rangka penilaian
risiko, menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada
tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib
melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan
SPIP;Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
100.3.3/105/SEKRE/DP3APPKB Tanggal, 02 Januari 2024



C.

D.

Tentang Struktur Pengelola Risiko di Lingkunga Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud untuk melakukan pengelolaan risiko adalah dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah dengan cara
mengindentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Perangkat

Daerah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Tujuan pengelolaan risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Melindungi aset organisasi, seperti sumber daya manusia,
properti, keuangan, dan reputasi.

Mengurangi kerugian yang dapat timbul dari berbagai risiko.
Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum.

Menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

o & @ N

Meningkatkan keselamatan dan kesehatan.
Semua tujuan pengendalian risiko di lingkungan Perangkat Daerah
dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP.

RUANG LINGKUP

Penilaian Resiko Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan Berdasarkan Atas
Tujuan Strategis Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat
daerah dan Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.

Sumber data Analisis Resiko Tahun 2025 berdasarkan Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Tengah Tahu 2025-2029.

Tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima)
tahun mendatang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025 — 2029



Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan
diberikan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan
berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan
strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan
dalam Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 -

2029 dirumuskan sebagai berikut :

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,
Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan
Keluarga
Berkualitas dan Sejahtera

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan
tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang
akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis Dinas
P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

v Nilai Sakip
Sasaran 2 Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan
Perempuan

v Indeks Pembangunan Gender (IPG)

v Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi
Kalteng

v Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000
Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi

v Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak

Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak
v' Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat
dalam KLA
v Indeks Perlindungan Anak (IPA)
v Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak
Sasaran4  Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan
Perempuan dan Anak
v Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO
yang Mendapatkan Layanan Komprehensif



v Persentase anak memeriukan perlindungan khusus yang
mendapatkan layanan komprehensif
Sasaran 5 Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
v Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)
v" Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific
Fertility Rate | ASFR)
v Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)
v’ Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern
Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)
v' Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
v Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut
alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)
v Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi
(Unmet Need)

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

3

Indeks Lansia Berdaya
Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja

N % N %

Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, demi mewujudkan keberhasilan
pembangunan diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas serta
kebijakan pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan
perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kinerja
pemerintahan sangat dipengaruhi, bagaimana suatu organisasi menerima
kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan organisasi

tersebut.

Ruang lingkup penilaian risiko pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025:

1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan:
- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam
Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi.
- Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara
komprehensif.

2.  Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan:



Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan
PUG Kewenangan Provinsi.

Meningkatkan Kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus

terhadap Anak:

Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan Provinsi.

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/ Kota.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan

peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi.

Meningkatkan Kualitas Data terkait Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah: Pengelolaan Sistem Data Gender dan

Anak/ Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah

ProvinsiPenyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Provinsi.

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,

Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan

Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah,

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi.

- Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.



PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tabel 2.1. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis

Risiko Sebab Dampak
No T“';'::E;f:““ Indikator Kinerja cruc
: Kode i i : :
Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang
Terkena
a b e d e f [*] h i i k
s Meningkatkan Meningkatkan pelayanan | Dokumen RS0.25.0 | Kepala | Keterbatasan Internal | C Layanan Masyarakat
Kualitas terhadap tindak Pelaksanaan 8.20.07.01| Dinas informasi terkait penanganan korban | yang
Perlindungan Hak | kekerasan secara kegiatan kewenangan kekerasan melaporkan
Perempuan komprehensif koordinasi dan kebijakan perempuan tidak
sinkronisasi penanganan dapat ditindak lanjuti
pelaksanaan pengaduan koran tepat waktu
penyediaan kekerasan terhadap (berjenjang) kasus
layanan rujukan perempuan tidak bisa terungkap

lanjutan

secara maksimal




Tabel 2.2. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Sekretariat

Risiko Sebab*) C/uc Dampak**)
Indikator Keluaran Kode s
: Uraian S Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
Risiko
c e f G h i j k I

Jumlah Pegawai Berdasarkan | Kegiatan diklat |RO0.25.08.20. | Sekretaris | Belum terakomodirnya Internal C Tidak 1. ASN
Tugas dan Fungsi yang yang pendidikan dan pelatihan berkembangn 2. Dinas P3APPKB
Mengikuti Pendidikan dan dibutuhkan 06.01 yang dibutuhkan melalui ya kapasitas Prov. Kalteng
Pelatihan ASN tidak Perangkat Daerah ASN

tersedia

Kuota kelas | RO0.25.08.20. Anggaran terbatas dari pihak| Eksternal uc
pelatihan penyelenggara
terbatas 06.02

Jumlah Laporan Penyediaan Penggunaan RFO.24.08. Sekretaris | Ketidakpatuhan dalam Internal C | Pertanggungja | Jumlah Laporan
Jasa Pelayanan Umum uang 20.06.01 aturan penggunaan UP waban Penyediaan Jasa
Kantor yang Disediakan persediaan untuk kebutuhan keuangan Pelayanan Umum

untuk pelaksanaan kegiatan dan Kantor yang

keperluan penyerapan anggaran Disediakan

pribadi/pihak SKPD

tertentu




Tabel 2.3. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Risiko Sebab Dampak
No T"‘r‘.';'m”s:’i;’ Indikator
Kinerja Kode
Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena
a b c d e f g h j k
1. |Koordinasi dan [umlah Dokumen |Pengajuan R0O0.25.08.| Kepala | Kurangnya tenaga |Eksterna Belum terpenuhinya ["1. Masyarakat : Perempuan dan
Sinkronisasi Hasil Koordinasi  [anggaran 20.01.01 Bidang | terlatih ( Focal point penganggaran yang [aki-laki , anak-anak laki-laki dan
Perumusan dan Sinkronosasi [Respsonsif Gender| Kualitas | ) untuk menyusun Responsif Gender di Perempuan , Lansia Laki-laki dan
Kebijakan Perumusan tidak sesuai Hidup analisi Gender di tiap OPD sehingga [Perempuan , Disabilitas Perempuan
Pelaksanaan  [Kebijakan kebutuhan Peremp | Tiap OPD hasil pembangunan dan Laki-laki
PUG Pelaksanaan PUG uan tidak responsif 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng
Kewenangan  kewenangan (KHP) dan Kabupaten/Kota"
Provinsi Provinsi
Jumlah Focal Kurangnya tenaga |RO0.25.08.| Kepala | Kurangnya Eksterna Masing-masing "1. Masyarakat : Perempuan dan
Point OPD Yang |terlatih ( Focal 20.01.02 Bidang | pemahaman akan ISOPD masih laki-laki , anak-anak laki-laki dan
ferlatih point ) untuk Kualitas | pentingnya Kesulitan dalam Perempuan , Lansia Laki-laki dan
menyusun analisi Hidup Penyusunan menentukan program [Perempuan , Disabilitas Perempuan
Gender di Tiap Peremp | Anggaran Responsif dan kegiatan yang  [dan Laki-laki
OFPD uan Gender (ARG) Responsif Gender 2. Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

(KHP)

dan Kabupaten/Kota"




Tabel 2.4. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Data Dan Informasi

SubKegiatan Indikator Risiko Sebab®) ciuc Dampak™*)
Keluaran Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang
Risiko Terkena
b c 2 f g h i i k |
Operator Penginputan [Eksternal Kebijakan kurang tepat
Penyediaan Jumlah Dokumen | Data Gender | RO0.25.08/ Kepala iﬁﬁp‘:&:ﬁﬁ; Jang C gg'ttae:::'gd:';lf?a’ff::ait 1. Masyarakat
Data Gender Data Gender dan | dan Anak .20.02.01 | Bidang lselalu berganti /pindah program dan kegiatan 2. Dinas P3APPB
dan Anak Anak Provinsiyang | pada Aplikasi Data dan yang berkaitan dengan | Prov. Kalteng dan
Provinsi Tersedia SIGA tidak Informasi urusan PPPA Kabupaten/
akuntabel Kota
Kurangnya Eksternal Kebijakan kurang tepat
25. pengawasan dan ¢ kartena tidak tersedia
vetn Ge: dor R;)OO 0250[2)8 evaluasi yang efektif data yang akurat terkait
dan Ana = ehingga data tidak program dan kegiatan
tidak Handal kurat. yang berkaitan dengan

urusan PPPA




Tabel 2.5. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

Risiko Sebab’) Dampak™)
. . Kode
Sub Kegiatan Indikator Keluaran Uraian — Pemilik Uraian Sumber| MC Uraian | Pihak yang
isiko Terkena
b & f g h i j k 1
Advokasi, Sosialisasi
dan Pendampingan R00.25.08.20.| Kepala
Pelaksanaan Kebijakan 03.01 Bid
Pemenuhan Hak Anak ’ b n'n:ng
erlindunga
pada !_embaga Jumlah perangkat Minimnya ®
Pemerintah, Non. 1 yang mempunyai pencapaian AEHn Rendahnya
Pemetl)*m'::_:l;i 'U’::g'a dan |4 okumen pembangunan kabupaten/kota pemenuhan r;m;nspt}:; SDM di pencapaian Dinas P3APPKB,
Kewe:ar; an Prgvinsi flaerah yang responsil  vang iakc A mapsin l -masing |[Eksternal Cc abupatanivota, Masyaraler, Anak
9 hak anak dan berperan mendapatkan TR ngk i g yang KLA sebagai Objek
laktif dalam Gugus Tugas Predikat minimal Da era% minimal Tingkat pelaksanaan KLA
KLA tingkat Provinsi Pratama Pratama
yang berfungsi padaKLA
Koordinasi dan
Sinkronisasi R0OO0.25.08.20.
Pelembagaan
03.02 1. Masyarakat,
Pemenuhan Hak Anak ) Pemahaman khususnya tentang
Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil /Adanya ego tentang indikator ik Arcak fidalt
Koordinasi dan f::g;ﬂ;?;: . penilaian KLA c [abupaten/Kota ['eriayani oleh
Sinkronisasi aajany tidak sama antar tidak layak Anak pemerintah di
Pelembagaan koordinasi dalam lembaga layanan Kab/Kota
Pemenuhan Hak Anak  |penilaian KLA nak 2. Dinas P3APPKB
Kewenangan Provinsi Prov. Kalteng




Risiko Sebab*) Dampak*™)
Kode
No Sub Kegiatan Indikator Keluaran Uraian — Pemilik Uraian Sumber| “HC Uraian Pihak yang
Risiko Terkena
a b e f g h i j k !
Penguatan Jejaring
3 gg;arelé?;nf:g:nan Jumlah Kegiatan Minimnya peran Masih belum
y y kerjasama antar anak dan suara | RO0.25.08.20. Belun'_\_ . te_rsentrahsam
Pemenuhan Hak Anak | -~ terfasilitasinya tujuan dan fokus
Kewenangan Provinsi |1 2ada anak dalam 03.04 b Dinas P3APPKB
nang penyedia layanan inakatan atau Eksternal c [peran lembaga Dinas :
dan Lintas Daseah pemernuhan hak anak ponng terlaksananya Penyedia Masyarakat, Anak
Kabupaten/ Kota Kewenangan Provinsi | Pembangunan forum diskusi Peningkatan
dan Lintas Daerah @antar lembaga Kualitas Hidup
Kabupaten/ Kota Anak
Koordinasi dan
4 sinkronisasi hasi Minmnya Belum optime_llnya
elaksanaan Jumlah dokumen hasi kerjasama | RO0.25.08.20. peran FAD di N
endampingan Koordinasi dan 03.05 tingkat daerah Minimnya
eningkatan kualitas  inkronisasi pelaksanaan| antar lembaga ' dan dalam Cksternal | ¢ [Perhatian Dinas P3APPKB,
hidup anak kewenangan pendampingan Penyedia kegiatan FGD terhadap Hak- Masyarakat, Anak
rovinsi eningkatan kualtas Peningkatan perencanaan Hak anak
idup anak kewenangan | ., . tas Hidup pembangunan

Anak




Tabel 2.6 Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan Dan Kualitas Keluarga

Risiko Sebab*) Dampak**)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kode ciuc
Uraian — Pemilik Uraian | Sumber Urblen | Lk yeng
Risiko Terkena
a b e f g h i | k |
Penyediaan Kebutuhan
1 ng:r':kuﬁg:ja]am Jumlah Dokumen Hasil | Kepala Bidang
situasi%arurat dan Koordinasidan d Ko e Perlindungan | =
kondisi Sinkronisasi [aituas! daurar Perempuan dan e Kegiatan tidak
ondisi khusus (bencana alam [RO0.25.08.20. i Bencana/situasi| o o oo UC Ha gat Perempuan dan
kewenangan provinsi Pelembagaan banjir, 04.01 Kualitas Keluarga khusus Tidak teﬂp s lanak
Pemenuhan Hak Anak kebakaran, dan bisa diprediksi ek
Kewenangan Provinsi  [ain-lain)
Jumlah Perempuan
L L
an Kondisi Khusus
jumlah paket
kewenangan provinsi b_antuan yang OR‘?{%ZS'OS'ZO' SE{L::’;mda Internal C ;::g;kanak yang :'?;impuan den
yang Mendapatkan d|§:d|akan)‘dlb kejadian/situasi mendapatkan
pemenuhan Kebutuhan €M<an Darurat bantuan
Spesifik




Tabel 2.7. Identifikasi Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Risiko Sebab*) c/C Dampak™)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Uralan Kode Pernilik Uraian Surber Orten Pihak yang
Risiko Terkena
a b c e f g h i j k 1
Pelaksanaan Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil [Peserta tidak hadir  RO0.25.08.20. Perangkat daerah Internal C |Informasi tidak 1. Anak Balita
1 |Pembimbingan, Fasilitasi, dalam kegiatan 05.01 Kepala Bidang terkait kurang tersampaikan dan Baduta
Pengembangan dan  |Pembimbingan, sosialisasi 1000 HPK Pengendalian responsif dengan dengan baik 2. Masyarakat
Penguatan Penyiapan [Pengembangan, dan tidak hadir pada kepada peserta dan(3. Dinas
Pengasuhan 1000  |Penguatan Penyiapan Penduduk dan yegiatan masyarakat P3APPKB Prov.
HPK Pengasuhan 1000 HPK Keluarga Kalteng dan
Berkualitas Kabupaten/Kota
Masih ada Baduta |ROO. 25.08.20 Tingkat pemahaman | Internal C |Angka stunting
dan Balitayang  |05.01.02 masirrl[g-masing masih tinggi
. peserta yang
stunfing berbeda
Penyusunan dan Dokumen hasil Belum optimalnya ROO. 25.08.20 Pemahaman yang Internal C |Penyempurnaan |1. Masyarakat
2 |Pemanfaatan Grand |Penyusunan dan penyusunan 05.01.03 belum maksimal dan dan pembaharuan 2. Dinas
Design Pembangunan Pemanfaatan Grand  [Dokumen GDPK o mengenai pokok- esternal dokumen GDPK  |P3APPKB
Kependudukan Design Pembangunan sesuai standar pokok pembangunan secara berkala
(GDPK) Tingkat Kependudukan (GDPK)panduan dokumen kependudukan
Provinsi Tingkat Provinsi
Fasilitasi Kerja Sama Jumlah fasilitasi Kerja [Kurang optimailnya |RO0. 25.08.20 Perangkat daerah Internal C [Ketidaktercapaian |1. Pemerintah
3 (dengan Stakeholders [Sama dengan pelaksanaan kegiatan|qz 44 04 dan Pemerintah dan tujuan Kerja Sama [Provinsi
dan Mitra Kerja dalam [Stakeholders dan Mitra fasilitasi Kerja Sama o Kab/Kota terkait eksternal dengan 2. Pemerintah
Pelaksanaan Kerja dalam dengan Stakeholders kurang responsif Stakeholders dan |[Kab/Kota 3.
Advokasi, Promosi danPelaksanaan Advokasi, dan Mitra Kerja dalam dengan tidak hadir Mitra Kerja dalam [TPPS Provinsi
KIE Program Bangga |Promosidan KIE Pelaksanaan pada kegiatan Pelaksanaan 4. TPPS
Kencan Program Advokasi, Promosi Advokasi, Promosi [Kab/Kota
Pembangunan dan KIE Program dan KIE Program 5. Mitra Kerja
Keluarga, Pembangunan Pembangunan
Kependudukan, dan  Keluarga, Keluarga,
Keluarga Berencana |Kependudukan, dan Kependudukan,
(Bangga Kencana) Keluarga Berencana dan Keluarga

(Bangga Kencana)

Kencana)

Berencana (Bangga




program.

mencapai tujuan
program

Risiko Sebab®) Dampak*™*)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Ursian Kode Pemilik M Stk Ursiah Pihak yang
Risiko Terkena
a b c e f g h i k |
Pengembangan dan  [Dokumen hasil Belum terlaksananya [ROO. 25.08.20. Minimnya Eksternal Belum 1. Masyarakat
4 [Penguatan Jejaring  Pengembangandan  kemitraan dengan 05.01.05 pemahaman terfasilitasinya mitra2. Dinas
Kemitraan dalam Penguatan Jejaring lembaga terkait keluarga tentang kerja dalam P3APPKB
Program KKBPK Kemitraan dalam KKBPK program KKBPK program KKBPK
Program KKBPK
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil Kurangnya koordinasi ROO. 25.08.20. Kurangnya 1. Anak Balita
5 |Pembimbingan, Fasilitasi, dan komunikasi antar 05.01.06 komunikasi dan dan Baduta
Pengembangan dan  |Pembimbingan, mitra dapat koordinasi antar 2. Masyarakat
Penguatan Penyiapan Pengembangan dan menyebabkan imitra dapat 3. Dinas
Pengasuhan 1000 Penguatan Penyiapan miskomunikasi, imenyebabkan Internal Angka stunting P3APPKB Prov.
HPK Pengasuhan 1000 HPK keterlambatan, dan imiskomunikasi, masih tinggi Kalteng dan
kegagalan dalam teteriambatan, dan Kabupaten/Kota
mencapai tujuan egagalan dalam 4. BKKBN




Tabel 2.8. Identifikasi Risiko Unit Pelayanan Teknis (UPT-PPA)

Risiko Sebab*) Dampak**)
No SubKegiatan Indikator Keluaran Kod :
Uraian > Pemilik Uraian Sumber Uraian i i
Risiko Terkena
a b e f g h i k |
1. |Koordinasi dan Dokumen Pelaksanaan Masih terdapat [RS0.24.08.20. [Kepala UPT-PPA [Keterbatasan |Internal Layanan Masyarakat yang
Sinkronisasi kegiatan koordinasi dan  jpengaduan 07.01 informasi terkait penanganan |melaporkan
Pelaksanaan isinkronisasi pelaksanaan |kekerasan kewenangan torban
Penyediaan Layanan |penyediaan layanan perempuan kebijakan ekerasan
Rujukan Lanjutan bagi fujukan lanjutan yang bukan penanganan perempuan
Perempuan Korban kewenangan pengaduan tidak dapat
Kekerasan Kewenangan Provinsi koran ditindak lanjuti
Provinsi ekerasan tepat waktu
terhadap (berjenjang)
perempuan kasus tidak
bisa terungkap
isecara
maksimal
Jumlah Layanan Tindak Ancaman RS0.24.08.20. Tersedianya Eksternal Kasus tidak  [Masyarakat yang
Lanjut Pengaduan yang Pelaku 07.02 layanan bisa terungkap melaporkan
Memaniukan Koordinas] kekerasan pengaduan dan denga_an
. . ~ fterhadap perlindungan maksimal
dan Sinkronisasi bagi E(orban arban
Perempuan Korban  |pelapor ke ekerasan
Kekerasan Kewenangan [UPT PPA
Provinsi




B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode
tahun 2025:

1. Telah dilaksanakan Layanan penanganan korban kekerasan perempuan
tidak dapat ditindak lanjuti tepat waktu (berjenjang) kasus tidak bisa
terungkap secara maksimal, dengan Melakukan koordinasi dengan OPD
terkait agar dapat segera ditindaklanjuti dan kasus dapat terlayani dengan
baik.

2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lembaga hukum lainnya
agar kasus dapat tertangani dengan maksimal.

3. Dilaksanakan Kegiatan pada tanggal 17 November 2025, akan tetapi karena
efisiensi anggaran maka untuk peserta yang semula perempuan industri
rumahan dialihakan dengan peserta dari organisasi perempuan dengan
kegiatan dalam rangka FGD : Strategi Penguatan Pemberdayaan
Perempuan menuju kemandirian dan kesetaraan di Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025 dengan tujuan organisasi perempuan mendukung
program pemberdayaan perempuan di organisasi masing-masing.

4. Sudah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 9 September 2025 dengan
kegiatan Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan
Provinsi dengan topik Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam
Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten /Kota Se -Kalimantan Tengah dengan
jumlah peserta tim Driver dari 14 kab/kota berjumliah 100.

5. Telah dilaksanakan Rakor Forum Data Penyajian dan Pemanfaatan Data
Gender dan Anak Dalam Kerlembagaan data Provinsi kalimantan Tengah
tahun 2025. Dilaksanakan pada tanggal5 November 2025 yang dihadiri
peserta dari Kabupaten/Kota dan 7 (tujun)SOPD terkait.

6. Telah dilaksanakan Peningkatan kapasitas SDM Tim Gugus Tugas KLA di
Kab/Kota melalui Sosialisasi dan Pelatihan baik luring maupun daring.

7. Telah dilaksanakan Penguatan dan Pendampingan KLA baik daring
maupun luring untuk Kab/Kota.

8. Telah dilaksanakan Koordinasi antar Tim Gugus Tugas yang dipimpin oleh
Bapperida sebagai Ketua Gugus Tugas KLA melalui Rapat Gugus Tugas.

9. Telah dilaksanakan Pelibatan setiap OPD dalam Pegimputan Evaluasi
Mandiri (EM) KLA sesuai Klaster dan Kelembagaan.

10. Telah dilaksanakan Advokasi dan sikronisasi antar lembaga pemerintah
dan non pemerintah/Dunia Usaha/media untuk peningkatan kualiatas hidup
anak.

11. Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek bagi lembaga pemerintah, non



pemerintah/dunia usaha/media sebagai penyedia layanan peningkatan
kualiatas hidup anak.

12. Telah dilaksanakan seleksi terhadap Peserta Temu Forum Anak Daerah,
agar Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang disampaikan pada Temu
Forum Anak Daerah dari kab/kota dan provinsi tepat sasaran.

13.Telah dilaksanakan penyaluran bantuan kebutuhan spesifik perempuan
pada korban terdampak banijir di Kabupaten Barito Selatan oleh tim dari
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas P3AP2KB
Kabupaten Barito Selatan pada Bulan April tahun 2025.

14. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan melalui
Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi.

15. Telah dilaksanakan pelaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,
Pertanggungjawaban keuangan selama Tahun 2025.

16.Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait dan BKKBN untuk

memastikan tercapainya intervensi.



i. Tabel identifikasi Risiko Strategis Dinas

Kewenangan Provinsi

Rumah Perlindungan

Risiko Sebab c/uc
Tujuan/Sasaran Indikator Kode
is Y i
Strateg Kinerja Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber Tindaklanjut
A b c d e f h i i
1. Meningkatkan eningkatkan Dokumen Pelaksanaan kegiatan |RS0.25.08.2 Bﬁ%asla Keterbatasan informasi terkait Internal C |https://drive google.co
Kualitas Perlindungan pelayanan terhadap |koordinasi dan sinkronisasi 0.07.01 ewenangan kebijakan m/drive/folders/16JJpE
Hak Perempuan indak kekerasan pelaksanaan penyediaan layanan enanganan pengaduan koran RaGtfSI3luBfhU1hm2R
ecara komprehensif fujukan lanjutan ekerasan terhadap perempuan uHN
NIC?usp=drive link
Jumlah Layanan Tindak Lanjut  |RS0.25.08.2 ﬁ?ﬁ.agp A ) , Internal C |https://drive.google.co
Pengaduan yang Memerlukan 0.07.02 Kasus tidak bisa terungkap m/drive/folders/16JJpE
Koordinasi dan Sinkronisasi bagi dengan maksimal RaGtfSI3IuBfhU1hm2R
Perempuan Korban Kekerasan uHN -
Kewenangan Provinsi NiC?usp=drive link
Koordinasi Jumlah AMPK yang mendapatkan |RS0.25.08.2 59 agPA Kelalaian dalam memantau Internal C |https://drive google.co
Pelaksanaan layanan Kewenangan Provinsi 0.07.03 kondisi korban kekerasan m/drive/folders/16JJpE
Layanan AMPK iselama ditempatkan dalam RaGtfSi3luBfhU1hm2R

UHN._

NIC?usp=drive_link




ii. Tabel Identifikasi Risiko Sekretariat

Risiko

Sebab*)

TINDAK LANJUT
No | SubKegiatan Indikator Keluaran CiuC
Kode
Uraian Risiko Pemilik Uraian Sumber REALISASI Bukti Dukung
A b c -] f g h i j m n
Telah
. dilaksanakan
o Belum te_ra_'komomm pendidikan dan hitps://drive.googl
Pendidikan dan ya pendidikan dan ; gl e ) s
1. | Pelatih pelatihan yang pelatihan yang e.com/drive/folder
' s i ibutuhk s/1amJ5clakJXLL
Pegawal dusialy Fegawal Kegiatan diklat dibutuhkan melalui e s FTid
Berdasarkan Tugas 3 melalui 9AG1xzqdJTKgl
Berdasarkan .| dan Fungsi yang yang cﬂbutuhkan _ ROO.25.08 _ Perangkat Daerah Perangkat uxzkFr2usp=shari
Tugas dan Fungsi | o gikuti Pendidikan ASN tidak tersedia | 0 "ne"og Sekretaris Internal C Daerah ng
dan Pelatihan
Baik secara
offline maupun
Anggaran terbatas online
Kuota kelas dari pihak
pelatihan %googtgs Sekretaris penyelenggara Eksternal | UC
terbatas T




Tabel Identifikasi Risiko Fraud Sekretariat

fanggaran SKPD

Risiko Sebab”) C/UC  [Tindak Lanjut
No iSubK egiatan [iIndikator Keluaran Kode ls
Uraian = emilik Uraian umber Realisasi Bukti Dukung
Risiko
b c e f g h i i m n
Penyediaan Jasa  Jumlah Laporan Penggunaan uang  |RF0.24.08 Sekretaris  |Ketidakpatuhan Internal C  |Pertanggungja waban
Pelayanan umum Penyediaan Jasa persediaan untuk .20.0 6.01 dalam aturan keuangan
kantor Pelayanan Umum keperluan penggunaan UP https://drive.google
Kantor yang Disediakan |pribadi/pihak untuk kebutuhan com/file/d/14Ss5
ftertentu pelaksanaan IQWEOQO3Vzkw8Cd4
kegiatan dan MbR _ yoWHMKD9r/
penyerapan view?usp=sharing




iv. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Risiko Sebab”) c/iuc Dampak**) Tindak Lanjut
Sub Indikator
No : Kode Bukti
Kegiatan (etaay Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pi.:]::g::g Realisasi dukung
Risiko
1. |Peningkatan Jumiah Peserta ROO0.25. | Kepala Pendataan Internal G Perempuan 1. Masyarakat : | Sudah
Kapasitas perempuan kegiatan 08.20.01. | Bidang Perempuan sebagai objek | Perempuandan | dilaksanakan
Sumberdaya SIAP (Suara Penerima 01 Kualitas Industri pembangunan | laki-laki, anak- | kegiatan pada
Lembaga dan Aksi Manfaat Hidup Rumahan dalam rangka | anak laki-laki tanggal 17
Penyedia Perempuan Bantuan Perempuan | yang kurang mendukung dan Perempuan | November 2025 ,
Layanan Pelopor) di Sosialisasi (KHP) update dan IKG , Lansia Laki- ini akan tetapi
Pemberdayaan | bidang Peningkatan valid laki dan karena efisiensi | https //drive
Perempuan Ekonomi/Lest | Kapasitas Perempuan , anggaran maka | google com/
Kewenangan | ari/Sehat/Pint | Perempuan Disabilitas untuk peserta file/d/13epJz
Provinsi ar/Kepemimpi | yang Perempuandan | yang semula BgfthTGgR
nan/Hukum mempunyai Laki-laki perempuan Uva-
pd LPLPP Industri 2. Dinas industri rumahan | mTwibtd4b
Tingkat Rumahan yang P3APPKB Prov. | dialihakan dengan Q0 hO/view?
Provinsi tidak sesuai Kalteng dan peserta dari usp=sharing
dengan kriteria Kabupaten/Kota | organisasi
yang perempuan
ditetapkan dengan kegiatan

dalam rangka
FGD : Strategi
Penguatan
Pemberdayaan
Perempuan
menuju
kemandirian dan
kesetaraan di
Provinsi
Kalimantan
Tengah Tahun
2025 dengan
tujuan organisasi
perempuan
mendukung
program
pemberdayaan
perempuan di
organisasi
masing-masing




Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perumusan
Kebijakan
Pelaksanaan
PUG
Kewenangan
Provinsi

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi
dan
Sinkronosasi
Perumusan
Kebijakan
Pelaksanaan
PUG
kewenangan
Provinsi

Pengajuan
anggaran
Respsonsif
Gender tidak
sesuai
kebutuhan

RFO.25.
08.20.01.
02

Kepala
Bidang
Kualitas
Hidup
Perempuan
(KHP)

Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Perumusan
Kebijakan
Pelaksanaan
PUG
Kewenangan
Provinsi

Eksternal

Belum
terpenuhinya
penganggaran
yang
Responsif
Gender di tiap
OPD

sehingga hasil
pembangunan
tidak responsif

3. Masyarakat :
Perempuan dan
laki-laki , anak-
anak laki-laki
dan Perempuan
, Lansia Laki-
laki dan
Perempuan |,
Disabilitas
Perempuan dan
Laki-laki

4. Dinas
P3APPKB Prov.
Kalteng dan
Kabupaten/Kota

Sudah
dilaksanakan
kegiatan pada
tanggal 9
September 2025
dengan kegiatan
Penyusunan
kebijakan
Penyelenggaraan
PUG
Kewenangan
Provinsi dengan
topik Workshop
Pengintegrasian
Gender ke Dalam
Dokumen
Kebijakan Bagi
Kabupaten /Kota
Se -Kalimantan
Tengah dengan
jumiah peserta tim
Driver dari 14
kab/kota
berjumlah 100

hitps://drive

file/d/TMYYk
EDsD26AU
D83pEpwiU
5DF Jxin--
sD/view?usp
=sharing




v. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Data Dan Informasi

Risiko Sebab*) Dampak**)
2 Indikator Realisasi Link Bukti
NG b - THEROs Keluaran Kode Tindak Lanjut | Dukung
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko
a b c e f g h i k | m
Telah
dilaksanakan
Rakor Forum
Data Penyajian
Kebijakan dan niips [; ve.goog|
Belum kurang tepat Pemanfaatan  |¢.com/file/d/1n9Fz
Pervediaan D .é)un}:lah B c[’)ataAGelr:der Kepala | tersedianya karena tidak Data Gender ~ [PfabLENAKEIDITY
enyediaan Data | Dokumen Data | dan Anak | pn5 5508 20 | Bidang | operator Exsternal | tersediadata | dan Anak Dalam o St
! Sfonv?r? ;idan R E:;sgrg\?i?}si g?gngiam 02.01 Datadan | penginputan Stermal | vang akurat Kerlembagaan [~-=F==1alid
2 Informasi | SIGA di tingkat terkait program | data Provinsi
yeg Femachs || sanee] kabupaten/Kota dan kegiatan kalimantan

yang berkaitan
dengan urusan
PPPA

Tengah tahun
2025.
Dilaksanakan
pada tanggal5
November 2025
yang dihadiri
peserta dari
Kabupaten/Kota
dan 7
(tujuh)SOPD
terkait.




Risiko Sebab*) Dampak**)
; Indikator Realisasi Link Bukti
No | SubKegiatan Kaliaian Kode Tindak Lanjut | Dukung
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian
Risiko
a b c = | g h i k | n
Telah
dilaksanakan
Rakor Forum Data
Penyajian dan
Pemanfaatan Data
Kebijakan Gender dan Anak
kurang tepat  |Dalam ,
Data Gend Ké’;i’a"gg%aan — karena tidak  |Kerlembagaan ~ [|1{ps/drive.goo
ala Lenaer | n00.25.08.20. i tersedia data  |data Provinsi gle.com/file/d/1n
dan Anak 02.02 pentingnya Eksternal yang akurat  [kalimantan OF z9fabL EnAke
tidak Handal pengmp;tan dat:n terkait program [Tengah tahun Ob1fVyhpliyQ Q
gencercon ana dan kegiatan  [2025. BaeT/view?usp=

yang berkaitan
dengan urusan
PPPA

Dilaksanakan
ada tanggal5
November 2025

ang dihadiri

eserta dari
Kabupaten/Kota

an7
(tujuh)SOPD
erkait.

sharing




vi. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
Risiko Sebab*) C/UC |Dampak**) Tindak Lanjut
No SubKegiatan ﬂ::l:::tor Kode Pihak Bukti
Uraian ne emilik Uraian Sumber Uraian yang Realisasi |Dukung
Risiko Terkena
a b c e f g h i j k | m n
1 |Advokasi, Jumlah Minimnya R0OO0.25.08.20. |Kepala Bidang| Minimnya Eksternal |C Rendahnya Dinas 1. Peningkatan |htips //drive.
Sosialisasi dan perangkat pencapaian 01 Perlindungan | Kapasitas pencapaian P3APPKB, kapasitas SDM '
Pendampingan daerah yang | kabupaten/ dan SDM di Kabupaten/kota |Masyarakat, |Tim Gugus
Pelaksanaan mempunyai kota pemenuhan | masing- yang KLA /Anak sebagai | Tugas KLA di
Kebijakan dokumen yang Hak Anak masing minimal Tingkat |Objek Kab/Kota
Pemenuhan Hak | pembanguna | mendapatkan Perangkat Pratama pelaksanaan | melalui
Anak pada n daerah Predikat Daerah KLA Sosialisasidan
Lembaga yang minimal Pelatihan baik A
Pemerintah, Non responsif hak | Pratama luring maupun d
Pemerintah, anak dan padaKLA daring
Media dan Dunia | berperan aktif 2. Melakukan
Usaha dalam Gugus Penguatan dan
Kewenangan Tugas KLA Pendampingan
Provinsi tingkat KLA baik daring
Provinsi yang maupun luring
berfungsi untuk Kab/Kota
2 [Koordinasidan Jumlah Adanya ego [ROO.25.08.20. Pemahaman |nternal C Kabupaten/Kota [1. 1. Koordinasi
Sinkronisasi Dokumen sektoraldan P2 tentang tidak layak Masyarakat, |antar Tim Gugus
Pelembagaan Hasil terkendalanya indikator Anak khususnya Tugas yang https://drive
Pemenuhan Hak Koordinasi koordinasi penilaian KLA tentang hak- | dipimpin oleh google com/
Anak dan dalam tidak sama hak anak Bappeda drive/folders
Kewenangan Sinkronisasi | penilaian KLA antar lembaga tidak terlayani | sebagai Ketua M N9
Provinsi Pelembagaa layanan anak oleh Gugus Tugas 211jvhD601T]
n pemerintah di | KLA melalui EJ-
Pemenuhan Kab/Kota Rapat Gugus O7mAwz8tl
Hak Anak 2. Dinas Tugas Xj?usp
Kewenangan P3APPKB 2. Pelibatan Ing
Provinsi Prov. setiap OPD
Kalteng dalam
Pegimputan
Evaluasi Mandiri
(EM) KLA sesuai
Klaster dan
Kelembagaan




Risiko Sebab®) c/uc Dampak**) Tindak Lanjut
. Indikator _
No | SubKegiatan Saluaran Bukti
Dukung |
Kode Pihak
Uraian o Pemilik Uraian Sumber Uraian yang Realisasi
Risiko Terkena
a b c e f g h i j k | m n
Kepala Bidang
3 |Penguatan Jumlah Minimnya R00.25.08.20. |Perlindungan | Belum Eksternal | C Masih belum Dinas 1. Advokasi dan https://drive. g
Jejaring Antar Kegiatan kerjasama 03.03 dan terfasilitasinya tersentralisasi | P3APPKB, ikronisasi antar oogle.com/dri
Lembaga kerjasama | antar lembaga pemenuhan atau tujuan dan Masyarakat, mbaga velfolders/1-
Penyedia antar Penyedia Hak Anak terlaksananya fokus peran Anak emerintah dan uidvslzXm8u
Layanan Lembaga Peningkatan forum diskusi lembaga on WKN10gcDh
Pemenuhan Hak || penyedia Kualitas Hidup antar lembaga Penyedia emerintah/Dunia | SaFBEBpVNbS
Anak layanan Anak Peningkatan saha/media g?usp=sharin
Kewenangan pemernuhan Kualitas Hidup ntuk peningkatan | g
Provinsi dan hak anak Anak ualiatas hidup
Lintas Daerah Kewenangan nak
Kabupaten/ Kota || Provinsi dan . Sosialisasi dan
Lintas imtek bagi
Daerah embaga
Kabupaten/ emerintah, non
Kota emerintah/dunia
saha/media
bagai penyedia
ayanan
eningkatan
ualiatas hidup
nak
4 | Koordinasi dan |Jumlah Minimnya R00.25.08.20 Belum Eksternal | C Minimnya Dinas 1. Memberi ruang | hitps.//drive.
sinkronisasi dokumen peran anak .03.04 optimalnya perhatian P3APPKB, agi suara anak, | google.com/
pelaksanaan hasil dan suara peran FAD di terhadap Masyarakat, |pemerintah drive/folders/
pendampingan |Koordinasi anak dalam tingkat daerah Hak-Hak Anak elibatkan anak- | 4\, Ep\vms|
peningkatan dan peningkatan dan dalam anak nak dalam BmhEhFmk
kualitas hidup  |sinkronisasi | pembangunan kegiatan FGD usrenbang di okzddY 7V
anak pelaksanaan perencanaan ingkat Skzdd Y17V
kewenangan pendamping pembangunan esa/kelurahan, NUn2Qwk?u
provinsi an daerah ab/kota, provinsi | SP=sharing
peningkatan ingga nasional
kualitas . Evaluasi
hidup anak erhadap suara
kewenangan nak yang telah
provinsi isampaikan
ang terlaksana
tau tidak.




vii. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Perlindungan Perempuan Dan Kualitas Keluarga
Risiko Sebab*) Cc/uc Dampak**) Tindak Lanjut
No | SubKegiatan oot Kode Pihak Bukti
Uraian = Pemilik Uraian Sumber Uraian| yang Realisasi Dukung
Risiko Terkena
a b c e f g h i i k | m n
1 |Penyediaan Jumlah Tidak ada RO0.25.08.20. | Kepala Situasi Eksternal C | Kegiatan Perempuan | Telah dilaksanakan |htips //drive go
Kebutuhan SpesifikDokumen Hasil | situasi darurat | 04.01 Bidang Bencana/ tidak dapat | dan anak penyaluran bantuan | ogle com/file/d/
bagi Perempuan |[Koordinasi dan | (bencana Perlindungan | situasi terlaksana kebutuhan spesifik 1-
dalam situasi Sinkronisasi alam, banijir, Perempuan | Khusus Eerrgmpua:g padak CTyNpc9 IDm
darurat dan kondisiPelembagaan | kebakaran, dan Kualitas | Tidak bisa bgn'i?r:iit?( al?:“ﬁen Hjibk5nfPpLIN
husus Pemenuhan dan lain-lain) Keluarga diprediksi Barilto Selatanpoleh 4016DrGlview
ewenangan Hak Anak tim dari Dinas 2usp=drive_lin
provinsi Kewenangan P3APPKB Provinsi |
Provinsi Kalimantan Tengah
dan Dinas
P3AP2KB
Kabupaten Barito
Selatan pada Bulan
April tahun 2025
Jumlah Keterbatasan | RO0.25.08.20. Menunggu Internal C | Terdapat Perempuan| Telah dilaksanakan
Perempuan jumlah paket | 04.02 Surat Edaran perempuan dan anak | penyaluran bantuan
dalam Situasi | bantuan yang (SE) Pemda dan anak kebutuhan spesifik
Darurat dan disediakan/dib tentang yang tidak perempuan pada
Kondisi erikan kejadian/situa mendapatk korban terdampak
Khusus si Darurat an bantuan banijir di Kabupaten
ewenangan Barito Selatan oleh |hiips://drive.go
rovinsi yang tim dari Dinas ogle.com/file/d/
Mendapatkan P3APPKB Provinsi |1-
menuhan Kalimantan Tengah [CTyNpcS 1Dm
Kebutuhan dan Dinas Hiibk5nfPpLIN4
o P3AP2KB 016DrG/view?u
Kabupaten Barito  [sp=drive link
Selatan pada Bulan
April tahun 2025




viii. Tabel Identifikasi Risiko Operasional Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Risiko Sebab*) cluC Dampak™) i
SubKegia | Indikator Kode :
s Kehoaran Uraian Pemilik Uraian Sumbe Uraian Fifiak yang REALISASI Bukti Dukung
e 5 Terkena
Risiko
b c e f g h i i k | m n
Pelaksanaan| Jumlah Peserta tidak R0OO0.25.0| Kepala Bidang | Perangkat Internal C |Informasi tidak | Perangkat daerah Melakukan https://drive.goog
Fasilitasi, Dokumen Hasil | hadir dalam 8.20. Pengendalian | daerah terkait tersampaikan | terkait kurang E:,ordinasi lintas |le.com/drive/fold
Pembimbing | Fasilitasi, kegiatan 05.01 Penduduk dan | kurang dengan baik | responsif dengan \sektor dengan ers/1g95IYvgBnyq
an, Pembimbingan, | sosialisasi 1000 Keluarga responsif kepada tlda_k hadir pada OPD terkait dan :a,T %!-;15 5_'2“—(_;“,
Pengembang Pengembangan, | HPK Berkualitas dengan tidak peserta dan kegiatan BKKBN untuk ——FF = ’—P"—C--\—f-;'—
an dan dan Penguatan hadir pada masyarakat P Aemastican Frtabry
Penguatan | Penyiapan kegiatan —
; painya
Penyiapan | Pengasuhan it :
Pengasuhan | 1000 HPK Intervensi.
1000 HPK
Jumlah Masih ada ROO. Kepala Bidang | Tingkat Internal C | Angka stunting | Tingkat Melakukan https://drive.goo
Dokumen Hasil | Baduta dan Balita 25 08.20 Pengendalian pemahaman_ masih tinggi pemghaman_ koordinasi lintas |gle.com/drive/fol
Fasilitasi, yang stunting .| Penduduk dan | masing-masing masing-masing  |sektor dengan ders/1g95IYvgBny
Pembimbingan, 05.01.02 | kejyarga peserta yang peserta yang OPD terkait dan q) 7
Pengembangan, Berkualitas berbeda berbeda BKKBN untuk _\F_H_H;\,__
dan Penguatan  nemastikan NELRI
Fenyiapan tercapainya
T o intervensi
1000 HPK :

https://drive.goo
gle.com/drive/fol
ders/1IFe1RTdGy
bdb/7pUYwXcchVF

Mncf330xm




PenyusunanDokumen hasil Belum ROO. Kepala Bidang Pemahaman | Internal C enyempurna |1. Masyarakat elakukan
dan Penyusunan ptimalnya 05 08.20. | Pengendalian lyang belum dan n dan 2. Dinas oordinasi lintas
Pemanfaata dan enyusunan 05.01.03 | Fenduduk dan maksimal esternal pembaharuan P3APPKB ektor dengan
n Grand  Pemanfaatan okumen GDPK |~ |Keluarga mengenai dokumen PD terkait dan
Design Grand Design  sesuai standar Berkualitas |k ok-pokok GDPK secara BKKBN untuk
Pembangun Pembangunan panduan pembangunan berkala memaspkan
an Kependudukan dokumen kependudukan ercapainya
Kependuduk(GDPK) Tingkat intervensi.
an (GDPK) Provinsi
Tingkat
Provinsi
|
|
Fasilitasi Jumlah fasilitasi [Kurang ROO. Kepala Bidang [Perangkat Internal | C |Ketidaktercap [1. Pemerintah  Melakukan
Kerja Sama [Kerja Sama optimalnya 25 08.20. | Pengendalian |daerah dan dan aian tujuan  |Provinsi koordinasi lintas
dengan dengan pelaksanaan 05.01.04 | Lenduduk dan |pemerintah  |eksternal Kerja Sama 2. Pemerintah  [sektor dengan
Stakeholder Stakeholders  kegiatan = | Keluarga Kab/Kota dengan Kab/Kota 3. OPD terkait dan
s dan Mitra dan Mitra Kerja fasilitasi Kerja Berkualitas ke riait kurang Stakeholders [TPPS Provinsi [BKKBN untuk
Kerja dalam dalam Sama dengan responsif dan Mitra 4. TPPS memastikan
Pelaksanaa Pelaksanaan [Stakeholders dengan tidak Kerja dalam |[Kab/Kota 5. tercapainya
'En Advokasi, Advokasi, dan Mitra Kerja hadir pada Pelaksanaan Mitra Kerja intervensi.
Promosi danPromosi dan  dalam kegiatan Advokasi,
KIE KIE Program  |Pelaksanaan Promosi dan
Program Pembangunan |Advokasi, KIE Program
Bangga Keluarga, Promosi dan KIE Pembangunan
Kencan Kependudukan, Program Keluarga,
dan Keluarga |Pembangunan
Berencana Keluarga, Kependuduka
(Bangga Kependudukan, n, dan
Kencana) dan Keluarga Keluarga
Berencana Berencana
(Bangga (Bangga
Kencana) Kencana)

https://drive.goog

ers/1g951YvgBnyq

3wfvamGtf2UesV
FFtdBFY

https://drive.goog

le.com/drive/fold

db7pUYwXcchVF
Mncf330xm

https://drive.goog

le.com/drive/fold
ers/1g951YvgBnyq
3wfvamGtf2U6sV

https://drive.goog
le.com/drive/fold

db7pUYwXcchVF
Mncf330xm




Pengemban Dokumen hasil Belum ROO. Kepala Bidang Minimnya Eksternall C Belum 1. Masyarakat IMelakukan
gandan  Pengembangan terlaksananya |5 0g.20 | Pengendalian pemahaman terfasilitasinya 2. Dinas koordinasi lintas
Penguatan |[dan Penguatan kemitraan 05.01.05 Eerd“dl‘k dan [keluarga mitra kerja  |P3APPKB lsektor dengan
Jejaring  Uejaring dengan lembaga| Siiara tentang dalam OPD terkait dan
Kemitraan [Kemitraan terkait KKBPK Berkualitas |- ogram program BKKBN untuk
dalam dalam Program KKBPK KKBPK memas?ikan
Program KKBPK tercapainya
KKBPK intervensi.
Pelaksanaa Jumlah Kurangnya ROO. Kepala Bidang [Kurangnya 1. Anak Balita  [Melakukan
n Fasilitasi, Dokumen Hasil koordinasidan |25 0g20. | Pengendalian komunikasi dan Baduta koordinasi lintas
Pembimbing Fasilitasi komunikasi antar| 4z g1 os | eMduduk dan idan koordinasi 2. Masyarakat [sektor dengan
an ’ Pembimt‘)ingan mitra dapat 05.01.08 Keluarga lantar mitra 3. Dinas OPD terkait dan
Pen%emban gen%emban?an,mer;yebabtan Berkualitas  |japat o :3{:PPK;3 Prov. B*;KB':t‘lI:gir:lk
gan dan an Penguatan miskomunikasi, menyebabkan alteng dan memasti
Penguatan [Penyiapan keterlambatan, miskomunikasi, Kabupaten/Kota tercapainya
Penyiapan [Pengasuhan  dan kegagalan keterlambatan, 4. BKKBN intervensi.
Pengasuhan(1000 HPK dalam mencapai dan kegagalan Angka
00 HER Sjuan program. za;i?a ; Internal | C  stunting masih
s pai tinggi
tujuan program

https://drive.goog
le.com/drive/fold

ers/1g951YvgBnyqg
3wfvamGtf2U6sV
FFtdBFV

https://drive.goog

le.com/drive/fold

. lers/1g9SIYvgBnyq

3wfvamGtf2UbsV
FFtdBFV




. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

Penilaian Resiko Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami hambatan dalam
pelaksanaannya baik dari internal maupun eksternal.

Beberapa kendala yang ditemui pada pelaksanaan Analisis Resiko
Strategi dan pengelolaan Resiko Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Perlunya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.

2. Belum terakomodirn ya pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan
melalui Perangkat Daerah.

3. Belum terpenuhinya penganggaran yang Responsif Gender di tiap OPD
sehingga hasil pembangunan tidak responsif.

4, Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak
anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang
dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya
pemenuhan hak anak.

Minimnya fasilitasi atas informasi layak anak.
Belum optimalnya peran FAD di tingkat daerah dan dalam kegiatan FGD
perencanaan pembangunan daerah.

7. Kurangnya sosialisasi terkait FAD sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).

8. Pemahaman tentang indikator penilaian KLA tidak sama antar lembaga
layanan anak.

9. SDM yang terbatas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Minimnya Sarana dan Prasarana Penanganan Tindak lanjut Kasus.

11. Keterbatasan Anggaran dan efisiensi yang berimbas terhadap target
kinerja dan lokasi pelaksanaan untuk mengungkit pencapaian target
sesuai rencana sehingga idetifikasi penangangan risiko belum
maksimal.

12.  Minimnya peran anak dan suara anak dalam peningkatan pembangunan.

13. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep pembangunan
keluarga sesuai kearifan lokal.

14. Belum tersedianya operator penginputan SIGA di tingkat kabupaten/Kota.

15.  Minimnya pemahaman pokok-pokok dalam dokumen GDPK.

16. Peserta tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi 1000 HPK.

17. Ketidaktercapaian tujuan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja
dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).



IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang
ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian pengelolaan
Resiko Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi
gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen,
keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun
dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan
Tengah.

Dari hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko
yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah periu upaya

— upaya dalam pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari hasil monitoring Analisis Resiko Strategi dan pengelolaan Resiko
pada Tahun 2025 diperlukan pemuktahiran risiko dan RTP untuk Tahun 2026,

sebagai upaya dalam pencapaian keberhasilan lebih maksimal.



V. PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah
yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan
dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan
tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam
RPJMD 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029, maupun Perjanjian
Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk capaian indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (impact) dari
keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat
diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan
misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada
hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan
lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu
gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatannya.

Secara umum Analisis Risiko Strategis dan Pengelolaan Risiko Tahun 2025
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sudah memenuhi target dan
sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam
pelaksanaann Analisis Risiko Strategis dan Pengelolaan Risiko tahun 2025 tidak lepas
dari komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur yang ada



pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 02 Februari 2026

NIP. 19680717 199903 2 006



